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a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja
pemerintah daerah dapat berubah dalam hal ada
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)




“

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB Il
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2
Perubahan RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai:
a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
dan
b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan

prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3
(1) Sistematika perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:
BAB I Pendahuluan;
BAB II  Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023;




BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

I
IV
\'
VI
VIl

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

Penutup.

(2) Rincian perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
~\pada tanggal 31 Juli 2023
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2023 Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang
merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses
inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang
terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD
merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang daerah dan memenuhi
amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mencapai target
kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Perencanaan Tahun 2023 telah
disusun pada Tahun anggaran 2022 dan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan semester
1 (satu) Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan memandang perlu
untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86
Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan
perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan

perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
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Penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan:
Penyesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023;

Penyesuaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2023;
Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, perubahan target outcome

program, output kegiatan dan output subkegiatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 berdasarkan pada

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil,

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimum;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi;

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor O1 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023;

37. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-
2025;

38. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;

39. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

40. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi,
RKPD Kota Balikpapan perlu untuk mengacu dan mempertimbangkan substansi
dari dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses perumusan
pembangunan sesuai dengan keseluruhan perencanaan pembangunan baik di

tingkat, daerah, provinsi, dan nasional.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
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Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
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Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah,
Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 juga harus memperhatikan berbagai
dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara
lain Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025; serta Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Selanjutnya dokumen perencanaan
multisektor di tingkat Kota Balikpapan yang terkait dengan RKPD tahun 2023
antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Aksi Daerah Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum; serta dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Balikpapam.
Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema

pembangunan di tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya memastikan
arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2023 serta
mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana programdan kegiatan
prioritas pembangunan daerah.

Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023. Dokumen ini
akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan
dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 antara Wali Kota
dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

2. memberikan pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2023.

3. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan
komunitas dalam perencanaan pembangunan.

4. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar

tingkat pemerintahan.
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1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan
rincian sistematika sebagai berikut:

. BAB I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2023, landasan hukum
pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023, maksud dan tujuan Perubahan
RKPD Tahun 2023, dan sistematika penulisan.

° BAB II. EVALUASI HASIL KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023
Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 pada Triwulan II, dan
permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2023

. BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan
Provinsi Tahun 2023, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun
2023, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi
pelaksanaan APBD Tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun ini.

. BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas nasional,
provinsi dan Kota Balikpapan Tahun 2023. Pada bagian ini dibahas juga
keterkaitan pembangunan Kota Balikpapan dengan pembangunan nasional.
Selain itu pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan
kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan.

. BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat program dan kegiatan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan
maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan
tahun 2023, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

. BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang
dilaksanakan pada Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

o BAB VII. PENUTUP
Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah diamanatkan
oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan evaluasi hasil RKPD lingkup
kabupaten/kota terdapat pada pasal 305-306. Dalam pasal tersebut tertera bahwa
evaluasi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana
program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian
untuk mengetahui realisasi program dan kegiatan RKPD dengan capaian kinerja
yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota. Dalam konteks Kota
Balikpapan, penilaian ini dilakukan hingga ke sub kegiatan agar lebih mendetail
mengetahui realisasinya.

Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD yang
dijabarkan atas RPKMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Tujuan pelaksanaan
evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan II ini adalah:

a. Mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun
2023 sampai dengan Triwulan II:

b. mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026 periode Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II;

c. merumuskan rekomendasi yang digunakan sebagai masukan penyusunan
perubahan APBD Tahun 2023;

d. Mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan
Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023.

2.1 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan menjamin
konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Berdasar pada Permendagri No 86
Tahun 2017, dalam konteks ini evaluasi tersebut dilakukan dengan penilaian
untuk mengetahui realisasi antara RKPD dengan capaian yang dilaksanakan
melalui APBD Kota Balikpapan. Berikut adalah hasil analisis evaluasi yang
membandingkan program hingga sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Kota
Balikpapan Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 dan juga membandingkan
kesesuaian antara program RKPD dengan RPJMD.

a. Evaluasi Konsistensi Jumlah Program RKPD terhadap APBD Kota
Balikpapan Triwulan II Tahun 2023




Pada tahun 2023 diperoleh tingkat konsistensi jumlah program yang dilaksanakan

sampai dengan Triwulan II sebesar 99,51% dengan deskripsi tingkat konsistensi

program sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2023

Tingkat Tingkat Interpretasi
Jumlah Program Tahun 2023 Konsistensi Konsistensi | Konsistensi
No Perangkat Daerah (Triwulan II) Program RKPD Jumlah Jumlah
dengan APBD Program Program
RKPD | APBD | Sesuai | Selisih
DINAS PENDIDIKAN DAN . . :
1 KEBUDAYAAN 7 7 7 100 Sangat Tinggi Konsisten
2 DINAS KESEHATAN 5 5 5 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 10 10 10 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PERTANAHAN DAN . . .
4 PENATAAN RUANG 6 6 6 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PERUMAHAN DAN . . .
5 PERMUKIMAN 5 5 5 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PENANGGULANGAN . . .
6 BENCANA DAERAH 3 3 3 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 2 2 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
8 DINAS SOSIAL 6 6 6 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
9 DINAS KETENAGAKERJAAN 5 5 5 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN . . .
10 PERIKANAN 10 10 10 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 10 10 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KEPENDUDUKAN DAN . . :
12 PENCATATAN SIPIL 4 4 4 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN , PERLINDUNGAN . . :
13 ANAK DAN KELUARGA 12 12 12 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
BERENCANA
14 | DINAS PERHUBUNGAN 3 3 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOMUNIKASI DAN . . .
15 INFORMATIKA 5 100,00 Tinggi Inkonsisten
DINAS KOPERASI, USAHA
16 | MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN 10 10 10 0 100,00 Sangat Tinggi Konsisten
PERINDUSTRIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN . . .
17 PERIZINAN TERPADU 6 6 6 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA . . .
18 DAN PARTWISATA 8 8 8 0 100,00 Tinggi Inkonsisten
19 Ell?l\é?s PERPUSTAKAAN DAN 6 5 5 1 83,33 Tinggi Inkonsisten
20 | DINAS PERDAGANGAN 7 7 7 0 100 Tinggi Inkonsisten
21 | SEKRETARIAT DAERAH 3 3 3 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
22 | SEKRETARIAT DPRD 2 2 2 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH . . :
23 PENELITIAN DAN 3 3 3 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLA PAJAK
24 | DAERAH DAN RETRIBUSI 2 2 2 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN . . .
25 DAERAH 3 3 3 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
26 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 3 3 3 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
MANUSIA
27 | INSPEKTORAT 100 Sangat Tinggi Konsisten
KECAMATAN BALIKPAPAN . . .
28 BARAT 4 100 Sangat Tinggi Konsisten
KECAMATAN BALIKPAPAN . . .
29 TENGAH 100 Sangat Tinggi Konsisten
30 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
KECAMATAN BALIKPAPAN . . .
31 UTARA 4 4 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
KECAMATAN BALIKPAPAN . . .
32 SELATAN 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
33 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
BADAN KESATUAN BANGSA DAN . . .
34 POLITIK 0 100 Sangat Tinggi Konsisten
Total 179 178 178 1 99,51 Sangat Tinggi | Konsisten

Jumlah keseluruhan program yang terdapat pada RKPD adalah 179 program,

sedangkan yang berada di APBD sejumlah 178 program. Berdasarkan tabel di

atas, terdapat selisih 1 program yang terdapat di RKPD tetapi tidak muncul di

APBD 2023. Selisih program tersebut berada di Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Selisih 1 program tersebut membuat tingkat konsistensi berada di angka 99,51%.




Meskipun capaian tersebut berada di predikat sangat tinggi, namun

interpretasinya menunjukkan status inkonsisten.

a. Evaluasi Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota
Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Pada triwulan II tahun 2023, tingkat konsistensi jumlah kegiatan RKPD

terhadap APBD Kota Balikpapan mencapai 95,65 persen. Perolehan ini termasuk

tingkat capaian sangat tinggi. Meski demikian, capaian tingkat konsistensi ini

diintepretasikan sebagai inkonsisten. Adapun penjabaran rinci terkait konsistensi

jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan
Triwulan II Tahun 2023

JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2023 Tingkat
ensi in, nterpretasi
TRIWULAN II K istensi Ti t Int tasi
No Perangkat Daerah Kegiatan Konsistensi Konsistensi
RKPD | APBD | Sesuai | Selisih RKFD Jumlah Jumlah
esua els dengan Kegiatan Kegiatan
APBD
DINAS PENDIDIKAN DAN o . . .
1 KEBUDAYAAN 17 17 17 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
2 DINAS KESEHATAN 21 21 21 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 16 16 16 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
4 EIIJI\X?\ISGPERTANAHAN DAN PENATAAN 15 14 14 1 93,33% Sangat Tinggi Inkonsisten
DINAS PERUMAHAN DAN o . . .
5 PERMUKIMAN 16 14 14 2 87,50% Tinggi Inkonsisten
6 | pADAN PENANGGULANGAN BENCANA 16 16 16 0 100,00% Sangat Tinggi | Konsisten
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8 8 8 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
8 DINAS SOSIAL 13 13 13 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
9 DINAS KETENAGAKERJAAN 15 15 15 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,
10 | PERLINDUNGAN ANAK DAN 26 26 26 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
KELUARGA BERENCANA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN o . . .
11 PERIKANAN 21 21 21 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 21 21 21 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KEPENDUDUKAN DAN o . . .
13 PENCATATAN SIPIL 10 10 10 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
14 | DINAS PERHUBUNGAN 16 16 16 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOMUNIKASI DAN o . . .
15 INFORMATIKA 10 10 10 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
16 | KECIL, MENENGAH DAN 15 15 15 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
PERINDUSTRIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN o . . .
17 PERIZINAN TERPADU 9 9 9 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN o . . .
18 PARIWISATA 20 19 19 1 95,00% Sangat Tinggi Inkonsisten
19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 20 14 14 6 70,00% Sedang Inkonsisten
20 | DINAS PERDAGANGAN 22 17 17 5 77,27% Tinggi Inkonsisten
21 | SEKRETARIAT DAERAH 18 18 18 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
22 | SEKRETARIAT DPRD 16 16 16 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PERENCANAAN
23 | PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN 12 12 12 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DAN PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH o . . .
24 DAN RETRIBUSI DAERAH 6 6 6 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PENGELOLA KEUANGAN o . . .
25 DAERAH 16 15 15 1 93,75% Sangat Tinggi Inkonsisten
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
26 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 10 10 10 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
MANUSIA
27 | INSPEKTORAT 11 10 10 1 90,91% Tinggi Inkonsisten
28 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT 15 12 12 3 80,00% Tinggi Inkonsisten
29 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH 12 12 12 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
30 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA 13 13 13 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
31 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 13 12 12 1 92,31% Sangat Tinggi Inkonsisten
32 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 13 13 13 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
33 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 12 12 12 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
34 ES?I‘?}I\IKKESATUAN BANGSA DAN 12 11 11 1 91,67% Sangat Tinggi Inkonsisten
Total 506 484 484 22 95,65% Sangat Tinggi Inkonsisten




Jumlah keseluruhan kegiatan dalam RKPD yang dirangkum dari 34
perangkat daerah adalah 506 kegiatan, sementara kegiatan yang dianggarkan
dalam APBD hanya 484 kegiatan. Terdapat selisih sebesar 4,35 persen dengan
proporsi kegiatan APBD yang lebih sedikit. Secara lebih spesifik, 70,59 persen
perangkat daerah memiliki jumlah kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan yang
dianggarkan dalam APBD. Perangkat daerah dengan tingkat kesesuaian terendah
adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Dinas Perdagangan, dengan masing-
masing selisih sebanyak 6 kegiatan dan 5 kegiatan. Meskipun secara keseluruhan
capaian tingkat kegiatan sudah tergolong sangat tinggi, namun beberapa
perangkat daerah perlu menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran agar sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

b. Evaluasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota
Balikpapan Triwulan II Tahun 2023
Tingkat konsistensi sub kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam RKPD dan APBD Tahun 2023
secara umum memiliki rata-rata sebesar 92,89% dengan predikat capaian sangat
tinggi dari total 34 organisasi perangkat daerah dan 2 badan layanan umum
daerah. Tercatat masih terdapat beberapa perangkat daerah yang masih memiliki
sub kegiatan yang inkonsisten, dengan jumlah inkonsistensi sebesar 118 sub
kegiatan. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai telaah konsistensi

sub kegiatan dalam dokumen RKPD 2023 dan APBD 2023:
Tabel 2. 3 Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II

Tahun 2023

Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2023 Tingkat . .
(Triwulan II) Konsistensi Tln.gka ¢ . Inter?retasf
q Konsistensi Konsistensi
No Perangkat Daerah Sub Kegiatan Jumlah Sub jumlah Sub

RKPD | APBD Sesuai Selisih RKPD dengan . q

Kegiatan Kegiatan
APBD
DINAS PENDIDIKAN DAN o . . .

1 KEBUDAYAAN 75 78 75 3 104% Sangat Tinggi Inkonsisten
2 DINAS KESEHATAN 99 90 90 9 91% Sangat Tinggi Inkonsisten
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK o . . .

3 SAYANG IBU 6 6 6 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH o .

4 KOTA BALIKPAPAN 6 3 3 3 50% Sangat Rendah Inkonsisten
5 DINAS PEKERJAAN UMUM 61 61 61 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PERTANAHAN DAN o . . .

6 PENATAAN RUANG 43 39 39 4 91% Sangat Tinggi Inkonsisten
DINAS PERUMAHAN DAN o . . .

7 PERMUKIMAN 34 34 34 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PENANGGULANGAN o . . .

8 BENCANA DAERAH 42 42 42 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20 20 20 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
10 | DINAS SOSIAL 40 40 40 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
11 | DINAS KETENAGAKERJAAN 34 33 33 1 97% Sangat Tinggi Inkonsisten

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN , PERLINDUNGAN o . . .
12 ANAK DAN KELUARGA 56 56 56 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
BERENCANA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN o . . .
13 PERIKANAN 38 38 38 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 51 47 47 4 92% Sangat Tinggi Inkonsisten
DINAS KEPENDUDUKAN DAN o . . .
15 PENCATATAN SIPIL 23 22 22 1 96% Sangat Tinggi Inkonsisten
16 | DINAS PERHUBUNGAN 38 38 38 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOMUNIKASI DAN o . . .
17 INFORMATIKA 45 45 45 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, o . . .
18 KECIL, MENENGAH DAN 33 33 33 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
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Jumlah Sub K.egiatan Tahun 2023 Tin.gkat . Tingkat Tcetpretas]
(Triwulan II) Konsistensi
. Konsistensi Konsistensi
No Perangkat Daerah Sub Kegiatan Jumlah Sub sumlah Sub
RKPD | APBD | Sesuai | Selisih | RKPD dengan Jum’a
Kegiatan Kegiatan
APBD
PERINDUSTRIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN o . . .
19 PERIZINAN TERPADU 22 22 22 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN o . . .
20 PARIWISATA 45 43 43 2 96% Sangat Tinggi Inkonsisten
21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 75 32 32 43 43% Sangat Rendah Inkonsisten
22 | DINAS PERDAGANGAN 38 33 33 5 87% Tinggi Inkonsisten
23 | SEKRETARIAT DAERAH 47 47 47 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
24 | SEKRETARIAT DPRD 40 40 40 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH o . . .
25 PENELITIAN DAN 35 33 33 2 94% Sangat Tinggi Inkonsisten
PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLA PAJAK o . . .
26 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 25 25 25 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PENGELOLA KEUANGAN o . . .
27 DAERAH 93 81 81 12 87% Tinggi Inkonsisten
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
28 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 33 33 33 0 100% Sangat Tinggi Konsisten
MANUSIA
29 | INSPEKTORAT 31 25 25 6 81% Tinggi Inkonsisten
30 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT 35 32 32 3 91% Sangat Tinggi Inkonsisten
KECAMATAN BALIKPAPAN o . . .
31 TENGAH 33 29 29 4 88% Tinggi Inkonsisten
32 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA 30 29 29 1 97% Sangat Tinggi Inkonsisten
33 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 34 30 30 4 88% Tinggi Inkonsisten
KECAMATAN BALIKPAPAN o . . .
34 SELATAN 34 33 33 1 97% Sangat Tinggi Inkonsisten
35 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 33 28 28 5 85% Tinggi Inkonsisten
BADAN KESATUAN BANGSA DAN o . . .
36 POLITIK 51 46 46 5 90% Tinggi Inkonsisten
Secara umum, kondisi inkonsistensi sub kegiatan perangkat daerah

disebabkan oleh jumlah sub kegiatan yang lebih besar dalam RKPD 2023
dibandingkan dengan jumlah sub kegiatan dalam APBD 2023, kecuali Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Inkonsistensi sub kegiatan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan cukup berbeda jika dibandingkan dengan perangkat daerah lain
dengan jumlah sub kegiatan dalam APBD 2023 lebih besar dibandingkan dengan
jumlah sub kegiatan dalam RKPD 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya 3 sub
kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum
dalam APBD 2023 tanpa alokasi anggaran, dan 3 sub kegiatan tersebut tidak
tercantum dalam RKPD 2023.

Inkonsistensi sub kegiatan perangkat daerah juga disebabkan adanya
perbedaan nomenklatur yang dicantumkan pada RKPD 2023 dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021. Perbedaan tersebut terdapat
pada laporan evaluasi terhadap renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan
Timur, yakni pada sub kegiatan Baju Kaos Lapangan, sedangkan nomenklatur
tersebut tidak termuat dalam Kepmendagri 050-5889. Inkonsistensi sub kegiatan
juga terjadi akibat adanya sub kegiatan di APBD 2023, namun tidak terdapat pada
laporan evaluasi renja Perangkat Daerah, seperti pada Dinas Pemuda, Olahraga,
dan Pariwisata yang tidak mencantumkan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, namun terdapat di APBD

2023.
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Inkonsistensi sub kegiatan juga disebabkan oleh tetap dicantumkannya
beberapa nomenklatur yang tidak memiliki target maupun realisasi pada laporan
evaluasi renja Perangkat Daerah, seperti pada Perangkat Daerah Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan. Beberapa nomenklatur yang tidak memiliki target
dan realisasi tersebut tidak termuat dalam APBD 2023, sehingga timbul selisih
antara jumlah sub kegiatan pada RKPD 2023 dan APBD 2023.

c. Konsistensi Jumlah Program RKPD Triwulan II Tahun 2023 terhadap

RPJMD Kota Balikpapan Periode II

Terdapat 179 program yang tercatat pada RKPD Triwulan II Tahun 2023 yang
dilaksanakan oleh 34 organisasi perangkat daerah dan 2 badan layanan umum
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sedangkan dalam RPJMD
Tahun 2021-2026 memuat 189 program. Tingkat konsistensi program yang
dijalankan oleh perangkat daerah Kota Balikpapan dalam dokumen RKPD Tahun
2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 mencapai rata-rata nilai 96,83%. Nilai
tersebut tergolong sebagai predikat sangat tinggi untuk sebuah hirarki nilai
konsistensi. Perbedaan jumlah program dalam kedua dokumen perencanaan dan
rata-rata konsistensi menunjukkan adanya inkonsistensi. Berikut ini adalah
penjabaran dari rincian konsistensi jumlah program antara RKPD TW II Tahun

2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
Tabel 2. 4. Konsistensi Jumlah Program RKPD Triwulan II Tahun 2023 Terhadap RPJMD Tahun

2021-2026
Tingkat
Konsistensi Interpretasi
Jumlah Jumlah . -n Jumlah Tingkat Konsistensi
No Perangkat Daerah Program | Program | Sesuai | Selisih .
Program Konsistensi Jumlah
RPJMD RKPD
RKPD dengan Program
RPJMD
1 Eél\é[sti%ﬁ{\?lKAN DAN 11 7 7 4 63,64% Rendah Inkonsisten
2 DINAS KESEHATAN 5 5 5 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
3 DINAS PEKERJAAN UMUM 10 10 10 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PERTANAHAN DAN o . . .
4 PENATAAN RUANG 7 1 85,71% Tinggi Inkonsisten
DINAS PERUMAHAN DAN o . . .
5 PERMUKIMAN 5 5 5 0] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PENANGGULANGAN o . . .
6 BENCANA DAERAH 3 3 3 0] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 2 2 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
8 DINAS SOSIAL 6 6 6 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
9 DINAS KETENAGAKERJAAN 5 5 5 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMBERDAYAAN
10 | PEREMPUAN , PERLINDUNGAN 12 12 12 ] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN o . . .
11 PERIKANAN 13 10 10 3 76,92% Tinggi Inkonsisten
12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 10 10 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KEPENDUDUKAN DAN o . . .
13 PENCATATAN SIPIL 1 80,00% Tinggi Inkonsisten
14 | DINAS PERHUBUNGAN 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOMUNIKASI DAN o . . .
15 INFORMATIKA ] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
16 | KECIL, MENENGAH DAN 11 10 10 1 90,91% Sangat Tinggi | Inkonsisten
PERINDUSTRIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN o . . .
17 PERIZINAN TERPADU 6 6 6 0] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN o . . .
18 PARIWISATA 8 8 8 0] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
19 | DINAS PERDAGANGAN 7 7 7 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
20 | SEKRETARIAT DAERAH 3 3 3 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
21 | SEKRETARIAT DPRD 2 2 2 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
BADAN PERENCANAAN
22 | PEMBANGUNAN DAERAH 4 3 3 1 75,00% Sedang Inkonsisten
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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Tingkat
Konsistensi Interpretasi
Jumlah Jumlah q . .
No Perangkat Daerah Program | Program | Sesuai | Selisih JLEEin Tm.gk at . Konsistensi
Program Konsistensi Jumlah
RPJMD RKPD
RKPD dengan Program
RPJMD

BADAN PENGELOLA PAJAK o L .
23 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2 2 2 0] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten

BADAN PENGELOLA KEUANGAN L .
24 DAERAH 3 3 3 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

25 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 3 3 3 ] 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
MANUSIA
26 | INSPEKTORAT 3 3 3 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
27 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT 4 4 4 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
28 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH 4 4 4 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
29 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA 4 4 4 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
30 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 4 4 4 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
31 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 4 4 4 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
32 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 4 4 4 0 100,00% Sangat Tinggi Konsisten
33 | DADAR KESATUAN BANGSA DAN 6 6 6 0 100,00% | Sangat Tinggi | Konsisten
34 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 5 6 5 -1 120,00% Sangat Tinggi | Inkonsisten
TOTAL 189 179 178 11 96,83% Sangat Tinggi | Inkonsisten

Nilai tingkat konsistensi 100% menunjukkan bahwa jumlah program dalam
RKPD selaras dengan RPJMD. Tabel di atas menunjukkan terdapat 27 perangkat
daerah yang jumlah programnya selaras dengan dokumen RPJMD 2021-2026.
Tujuh perangkat daerah lainnya berada dalam kondisi inkonsistensi jumlah
program pada Triwulan II. Menilik dari jumlah program, didapati 178 program
RKPD yang sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Meskipun jumlah
program RKPD sejumlah 180 dan program RPJMD sejumlah 189, namun terdapat
11 program yang berbeda. Hal ini karena terselip 2 program tambahan yang tidak
selaras dengan RPJMD 2021-2026, dengan rincian 1 program diampu oleh Dinas
Perpustakaan dan Arsip serta 1 program diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha
Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian.

Perangkat daerah dengan jumlah selisih program terbesar adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dengan selisih 4 program, disusul dengan Dinas

Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan selisih 3 program.

2.2. Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja program sesuai dengan urusan pada RKPD Kota Balikpapan

Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Capaian kinerja program sesuai urusan Triwulan II
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TAHUN 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /

Target Kinerja Urusan Pemerintah

Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada
RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Pemerintah terhadap

Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d

Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) ahunizu2s) Perangkat Daerah
K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86,18 4.746.775.427,00 85,89 1.582.327.042,00 99,66% 33,33% 85,89 5.673.497.728,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Pendidikan 87,03 359.521.625.000,00 90,81 92.114.357.688,00 104,34% 25,62% 90,81 505.449.130.648,88 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 91,45 1.250.000.000,00 95,16 512.584.091,00 104,06% 41,01% 95,16 1.548.998.088,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya 81,00 238.963.818.300,00 0 68.291.160.869,00 0,00% 28,58% 84,34 285.350.541.803,62 Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan
program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 84,00 2.482.797.000,00 0 379.490.027,00 0,00% 15,28% 82 1.460.477.135,00 Dinas Kesehatan
f{&gj;‘znsedlaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 100,00 1.488.146.000,00 0 350.586.200,00 0,00% 23,56% 100 1.115.340.900,00 Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 84,00 5.221.162.000,00 0 2.408.384.500,00 0,00% 46,13% 80 7.216.844.194,00 Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 84,00 238.513.659.000,00 0 102.246.043.759,78 0,00% 42,87% 81 289.706.684.417,22 Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82,00 19.505.380.900,00 0,00 4.740.787.212,00 0,00% 24,31% 82,00 33.256.083.769,00 Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 61,76 45.775.695.000,00 (0] 914.418.150,00 0,00% 2,00% 55,88% 12.206.708.376,00 Dinas Pekerjaan Umum
Trogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 08,54 14.836.375.500,00 0 22.182.396,00 0,00% 0,15% 08,54% 9.099.483.596,49 Dinas Pekerjaan Umum
g?g%;i‘; Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan 97,82 9.273.875.000,00 0 727.702.300,00 0,00% 7,85% 97,82% 1.583.140.890,96 Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 97,10 5.991.114.900,00 0 166.442.816,00 0,00% 2,78% 97,18% 3.681.417.208,75 Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 53,09 166.799.055.000,00 0 14.104.375.209,00 0,00% 8,46% 53,06% 117.515.657.713,89 Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Permukiman 76,36 113.792.470.000,00 0 87.038.924.330,00 0,00% 76,49% 79,00% 307.009.455.506,01 Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan Bangunan Gedung 93,39 157.750.334.600,00 0 3.638.135.210,00 0,00% 2,31% 92,80% 61.383.811.907,43 Dinas Pekerjaan Umum
Program Penyelenggaraan Jalan 87,36 212.732.309.400,00 0 45.894.179.549,00 0,00% 21,57% 85,36% 149.166.022.675,70 Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100,00 1.339.375.000,00 100 915.055.242,00 100,00% 68,32% 200,00% 1.504.013.162,00 Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75 9.296.692.015,00 0 4.216.886.171,00 0,00% 45,36% 77,29 11.874.799.619,74 Dinas Perumahan Dan Permukiman
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan 59,00 7.784.553.500,00 0] 629.573.465,00 0,00% 8,09% - 7.905.621.291,08 Dinas Perumahan Dan Permukiman
Program Kawasan Permukiman 74,40 3.635.898.800,00 0 162.170.000,00 0,00% 4,46% 100,88 1.584.642.461,08 Dinas Perumahan Dan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 0,08 0,00 0 0,00 0,00% #DIV/0! 0,03 1.497.019.284,00 Dinas Perumahan Dan Permukiman
E’E)mm Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 2,14 2.454.855.500,00 0 4.542.500,00 0,00% 0,19% 1,39 757.015.325,00 Dinas Perumahan Dan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Badan Penaneeulanean Bencana Daerah
Umum Serta Perlindungan Masyarakat gguiang;
E;%g;;;ef;‘;;f“g Urusan Pemerintahan Daerah 70 32.725.835.084,00 42,5 17.233.939.776,00 60,71% 52,66% 114,19% 73.922.533.905,40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana 87,5 3.557.500.000,00 65,12 863.840.450,00 74,42% 24.28% 238,36% 5.583.037.931,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 88 18.369.992.400,00 45,94 8.317.854.470,00 52,20% 45,28% 152,46% 20.652.772.670,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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TAHUN 2023

Target Kinerja Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada Tingkat Capaian Kinerja Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Urusan Pemerintah terhadap Tahun zogg
Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) Perangkat Daerah
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Satpol P
Umum Serta Perlindungan Masyarakat P P
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
78 29.198.724.053,00 0 15.392.473.272,00 0,00% 52,72% 0 42.252.262.008,00 Satpol Pp
Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 13,5 4.670.516.000,00 0 1.471.316.570,00 0,00% 31,50% 0 4.952.594.570,00 Satpol Pp
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten o o . .
/Kota 0 9.246.219.916,00 0 1.089.297.800,00 0,00% 11,78% 93 8.022.285.429,00 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial 86,66 1.498.999.900,00 38,42 952.810.150,00 44,33% 63,56% 122,07 1.980.147.330,00 Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial 78,94 2.898.082.800,00 75 882.403.171,00 95,01% 30,45% 118,43 2.291.910.103,00 Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 85,36 1.554.249.950,00 43,78 636.746.000,00 51,29% 40,97% 125,24 2.009.069.500,00 Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana 82 817.390.278,00 100 66.874.300,00 121,95% 8,18% 200 1.185.318.600,00 Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 80 240.000.000,00 0 43.087.500,00 0,00% 17,95% 79 246.014.920,00 Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 0,15 1.706.782.000,00 0,50 20.044.500,00 333,33% 1,17% 0,64 910.977.962,00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya 22 14.892.488.400,00 0 221.588.635,00 0,00% 1,49% 200,00% 221.588.635,00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan 45 1.050.000.000 22,9 269.568.480 50,89% 25,67% 22,9 901.357.421 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional 27,36 220.000.000 24,87 123,873,000 90,90% 56,31% 24,87 2.336.130.271 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah 33,33 60.000.000 26,66 50.000 79,99% 0,08% 26,66 145.083.900 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 95,59 990.000.000 85,63 339.498.303 89,58% 34,29% 85,63 1.440.499.430 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83,50 7.827.139.425 0,00 3.839.994.367 0,00% 49,06% 39,70 10.286.778.417 Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten /Kota
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 55,00 1.561.767.755 3,60 74.593.602 6,55% 4,78% 32,30 950.807.131 Dinas Ketenagakerjaan
Program Perencanaan Tenaga Kerja 3,30 114.994.800 0,00 0 0,00% 0,00% 1,50 257.703.208 Dinas Ketenagakerjaan
Program Penempatan Tenaga Kerja 23,50 372.182.900 14,20 59.230.253 60,43% 15,91% 19,60 351.223.597 Dinas Ketenagakerjaan
Program Hubungan Industrial 69,00 460.818.120 10,00 172.176.050 14,49% 37,36% 48,80 533.946.522 Dinas Ketenagakerjaan
. . Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Urus.an Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga
Perlindungan Anak
Berencana
P P . U P intahan D h Kabupaten/ Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Kg‘;églmm enunjang Lrusan femerintahan Daerah tabupaten 76 9.325.692.738,00 0 4.622.680.405,00 0,00% 49,57% 82,19 12.551.476.000,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Perempuan 88,24 450.000.000,00 55,29 63.146.010,00 96,66% 14,03% 85,29 483.541.921,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
P Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Perlindungan Perempuan 8,5 939.204.000,00 13,77 295.270.195,00 38,00% 31,44% 13,77 811.774.886,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Peningkatan Kualitas Keluarga 71,43 700.000.000,00 83,33 295.257.056,00 116,66% 42,18% 83,33 652.744.552,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
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TAHUN 2023

Target Kinerja Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada Tingkat Capaian Kinerja Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Urusan Pemerintah terhadap Tahun zogg
Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) Perangkat Daerah
K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 33,33 200.000.000,00 0 18.867.534,00 0,00% 9,43% 27,77 22.990.544,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 32 709.999.750,00 0 123.737.607,00 0,00% 17,43% 67,10 703.024.041,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Perlindungan Khusus Anak 67 1.530.447.300,00 39,71 368.187.155,00 59,27% 24,06% 39,71 1.202.972.142,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
i . Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
g:::an Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Administrasi Pemerintahan Desa 11,76 589.289.479,00 17,65 47.637.311,00 150,09% 8,08% 23,53% 281.567.724,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga o o D‘“?S Pemberdayaan Perempuan,,
Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 83.950.000.000 5.990.000.000,00 15.384.487.354 820.498.739,00 18,33% 13,70% 100.561.340.937 6.638.260.665,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Pengendalian Penduduk 64 878.600.300,00 0 275.171.000,00 0,00% 31,32% 64 912.094.900,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 13,4 3.022.479.433,00 19,96 379.435.725,00 51,04% 12,55% 19,96 2.321.841.166,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
. . Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 13 2.590.475.000,00 0 521.348.648,00 0,00% 20,13% 8,25 2.168.310.707,00 Perlindungan Anak Dan Keluarga
(Ks)
Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Z‘ﬁ;‘;gf‘;&fﬂg Urusan Pemerintahan Daerah 81,00 12.595.606.300,00 0,00 4.436.370.866,00 0,00% 35,22% 76,00 12.688.078.444,00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 41,70 30.000.000,00 56,00 9.924.500,00 134,29% 33,08% 56,00 9.924.500,00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 88,00 310.000.000,00 63,12 189.362.900,00 71,73% 61,08% 63,00 189,00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Eﬁ’gﬁ‘geﬁgﬁ{;ﬁfﬁ Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah 66,33 64.965.692.290,00 62,96 12.659.862.358,00 94,02% 19,49% 62,96 12.659.862.358,00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Z‘g;ﬁgf;{ﬂfﬂg Urusan Pemerintahan Daerah 78 19.614.822.800,00 0 7.996.410.432,00 0,00% 40,77% 78,00 23.539.018.397,00 Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup 50 1.454.998.700,00 0 65.114.761,00 0,00% 4,48% 35,00 163.249.741,00 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 11 58.180.667.500,00 3 10.675.831.708,00 27,38% 18,35% 6,00 37.516.385.119,00 Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 124.602.950,00 53 20.430.800,00 53,33% 16,40% 152,00 118.612.585,00 Dinas Lingkungan Hidup
Eirr‘zg{fﬁgl;ing‘;gighan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 100 2.552.791.650,00 44 223.077.027,00 43,50% 8,74% 64,00 223.077.027,00 Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 100 247.519.700,00 31 22.753.300,00 30,77% 9,19% 20,00 178.983.900,00 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan . . .
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 45 580.000.000,00 0 19.204.496,00 0,00% 3,31% 24,00 67.571.911,00 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 29 194.017.100,00 13 47.717.850,00 45,83% 24,50% 40,00 147.097.880,00 Dinas Lingkungan Hidup
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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TAHUN 2023

Target Kinerja Urusan Pemerintah
Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada
RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Pemerintah terhadap

Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /
Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) ahunizu2s) Perangkat Daerah
K Rp K Rp K Rp K Rp
(Pplh)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 100 569.997.700,00 5.861 72.951.900,00 5861,29% 12,80% 61,00 337.228.659,00 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Pengelolaan Persampahan 99 64.569.039.500,00 70 34.526.787.886,00 70,35% 58,47% 81,00 117.527.648.416,00 Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinetja 79 14.101.600.000,00 0 8.255.308.658,00 0,00% 58,54% 86,2 20.550.347.743,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
erangka Daerah Sipil
Program Pendaftaran Penduduk 89,78% 87.100.000,00 0 52.007.600,00 0,00% 59,71% 91,12% 52.007.060,00 Dinas Kef’e“d“d‘éli‘;‘i‘l‘ Dan Pencatatan
Program Pencatatan Sipil 96,53% 95.700.000,00 0 83.260.000,00 0,00% 87,00% 95,76% 83.260.000,00 Dinas Kepend“d‘éli‘;irl‘ Dan Pencatatan
. . . Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100,00% 996.925.000,00 0 574.254.476,00 0,00% 57,60% 100,00% 1.210.887.686,00 Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah 77 29.832.383.723,00 1 13.295.552.294,00 0,78% 44,57% 76,60 38.325.826.121,99 Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota
gffﬁ;‘)im Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 87 95.220.437.265,00 20 26.058.995.645,00 22,46% 27,37% 133,18 79.996.137.376,79 Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran 82 3.631.000.000,00 0 199.636.000,00 0,00% 5,50% 62,00 864.837.137,31 Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika #DIV/0! #DIV/0!
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85 7.146.731.000 0 2.993.350.908 0,00% 41,88% 86,89 2.993.350.908 Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota
o ] 80 4.048.858.200 95 450.511.409 119,00% 11,00% 65 450.511.409 Dinas Kominfo
Program Aplikasi Informatika - -
80 4.757.776.900 90 840.879.228 112,50% 17,67% 180 840.879.228 Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 80 4.762.431.400 0 1.926.494.729 0,00% 40,45% 65 1.926.494.729 Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik #DIV/0! #DIV/0!
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 80 205.652.500 50 77.922.900 1 [0] 145 77.922.900 Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian #VALUE! #VALUE!
fgfogrﬁzsfe“yele“ggaraa“ Persandian Untuk Pengamanan 80 350.550.000 25 81.663.200 0 0 125 81.663.200 Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
Menengah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70,00 8.925.703.400,00 0 3.799.267.746 0,00% 42,57% 82,00 11.260.542.894 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Kabupaten/Kota Menengah Dan Perindustrian
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 5,65 50.000.000,00 0 45.497.500 0,00% 91,00% 0,00 45.497.500 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 20,92 268.117.350 12,79 152.224.720 61,14% 56,78% 20,00 409.205.892 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
- . Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 51,85 149.999.998 0 30.854.000 0,00% 20,57% 0,00 30.854.000 5 .
Menengah Dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 5,02 150.000.000,00 0 89.345.452 0,00% 59,56% 0,00 89.345.452 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan o, o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Usaha Mikeo (Unkin) 83,32 1.705.200.000 73,01 73.510.797 87,63% 4,31% 70,52 5.976.607.641 Menengah Dan Perindustrian
Program Pengembangan Umkm 5,25 4.680.081.613,00 0 528.518.234 0,00% 11,29% 3,19 2.576.058.701 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /

Target Kinerja Urusan Pemerintah
Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada
RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Pemerintah terhadap

Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d

Tahun 2023

Perangkat Daerah

Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen)
K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota 79 13.101.281.000 78,02 5.961.893.919 98,76% 4551% 78,02 5.961.893.919 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Promosi Penanaman Modal 85 2.500.000.000 0,00 108.941.554 0,00% 4,36% 0,00 108.941.554 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5 167.500.000 0,00 0 0,00% 0,00% 0 0,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100 575.260.000 100,00 0 100,00% 0,00% 100 0,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 85 374.320.000 94,77 124.867.425 111,49% 33,36% 04,77 124.867.425 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Modal Terpadu Satu Pintu

Program Pelayanan Penanaman Modal 68 345.939.000 88,17 124.465.162 129,66% 35,98% 88,17 124.465.162 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan 5 836.802.700 0 227.545.248 0% 27% 0 227.545.248 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 0 0 0% 0% 0 0 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah 79 8.975.114.783,00 0 4.058.324.729 0% 45,22% 0 4.058.324.729 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program Pengelolaan Arsip 70 283.000.000 30 166.618.477 42,86% 58,88% 30 166.618.477 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 65 90.000.000 15 16.381.700 23,08% 18,20% 15 16.381.700 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Perizinan Penggunaan Arsip 0 15.000.000 0,00 6.517.000 0,00% 43,45% 0,00 6.517.000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72 6.512.833.092 0 3.825.304.684 0,00% 58,73% 82,05 14.323.156.673 Dinas Pemuda, Olahraga, Dan

Kabupaten/Kota Pariwisata

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2,4 6.570.468.600 0,00 2.497.637.416 11,21% 38,01% 1,31 7.926.707.445 Dinas Pe“},‘;f_i;gﬁ:raga’ Dan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 7 19.118.532.000 2,00 7.656.962.769 28,57% 40,05% 34,64 7.656.962.769 Dinas Pe“;‘;‘iﬁ;dg:’t‘:raga’ Dan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 100 1.676.815.000 100 1.676.815.000 100,00% 100,00% 200,00 2.676.815.000 Dinas Pe“}ﬁ;’i‘;ﬁ:raga’ Dan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3 10.589.122.000 0 1.202.669.252 0,00% 11,36% 10,0 9.802.576.420 Dinas Pe"})‘;‘i;; i‘;’;‘;‘:r&ga’ Dan

Program Pemasaran Pariwisata 20 7.714.626.000 0 610.708.877 0,00% 7,92% 21,42 5.248.204.276 Pinas Pemuda, Olahraga, Dan

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan o Y Dinas Pemuda, Olahraga, Dan

Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 18 567.256.000 0 210.818.816 0,00% 37,16% 0 398.371.176 Pariwisata

Progrgm Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 10 967.156.000 0 476.738.020 0,00% 49,29% _ 1.342.897.079 Dinas Pemudg, 'Olahraga, Dan

Kreatif Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78 16.073.534.870 0 7.301.554.047 0,00% 45,43% 77 20.554.623.271 Dinas Perdagangan

Kabupaten/Kota

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 60 375.159.780 0 1.500.000 0,00% 0,40% 35 330.505.810 Dinas Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 80 26.038.442.978 0 2.651.081.596 0,00% 10,18% 80 12.729.711.283 Dinas Perdagangan

gg‘:ﬁfi‘gﬂ Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang 5,6 538.181.000 0 126.600.141 0,00% 23,52% 11 633.423.645 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Ekspor 1.350 200.000.000 -25,59 64.105.524 -1,90% 32,05% 4.004 124.050.734 Dinas Perdagangan
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Target Kinerja Urusan Pemerintah
Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada
RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Pemerintah terhadap

Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /
Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) ahunizu2s) Perangkat Daerah
K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 71 513.356.332 31,14 224.053.552 43,86% 43,64% 100,10 714.507.084 Dinas Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 60 100.000.000 61,29 34.902.212 102,15% 34,90% 61 34.902.212 Dinas Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72 17.451.389.100,00 0 7.693.309.755,00 0,00% 44,08% 73 23.049.563.883,60 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten/Kota
ﬁ;g;";&“mgkman Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 0,053 533.250.000,00 0 42.635.147,00 0,00% 8,00% 0,028 496.131.083,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan 55 100.000.000,00 0 9.505.032,00 0,00% 9,51% Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan 89 196.000.000,00 0 29.916.470,00 0,00% 15,26% 100 249.127.947,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 297 1.224.982.375,00 187,34 162.268.420,00 63,08% 13,25% 736 1.041.809.926,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4300 875.000.000,00 1768,2 36.334.230,00 41,12% 4,15% 6019,26 474.006.180,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
: : : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Menengah Dan Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1,31 2.659.862.600,00 59,01467505 97.300.284,00 4504,94% 3,66% 4,61 289.950.284,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
. . . Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 12,96 100.000.000,00 0,329597891 1.304.250,00 2,54% 1,30% 7,02 85.019.150,00 . .
Menengah Dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 58,33 150.000.000,00 33,33333333 11.322.110,00 57,15% 7,55% 40,68 205.926.716,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 20 1.225.000.000,00 0 189.948.903,00 0,00% 15,51% 15,00 837.964.037,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 75 2.950.000.000,00 0 278.313.267,00 0,00% 9,43% 0 278.313.267,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 70 744.575.000,00 74 48.377.060,00 105,71% 6,50% 61,70 552.029.475,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Masyarakat Veteriner
Program Penyuluhan Pertanian 45 94.792.800,00 0 151.707.328,00 0,00% 160,04% - 151.707.328,00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Inspektorat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84 17.123.208.540,00 0 7.145.806.734,00 0,00% 41,73% 85 19.577.159.725,00 Inspektorat
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pengawasan 85 1.788.851.670,00 12 318.105.403,00 14,12% 17,78% 97 797.419.657,00 Inspektorat
Program Perumusan Kegiatan, Pendampingan Dan Asistensi 63 2.089.026.000,00 0 859.956.310,00 0,00% 41,17% 85 1.325.771.668,00 Inspektorat
Perencanaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85,55 10.286.734.000,00 0 5.346.529.494,00 0,00% 51,97% 0 14.187.756.015,00 Bappedalitbang
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 32,769 3.655.000.000,00 19,35 734.908.489,00 59,05% 20,11% 49,31 3.502.959.146,00 Bappedalitbang
Pembangunan Daerah
Penelitian Dan Pengembangan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 100 2.615.000.000,00 50 309.000.000,00 50,00% 11,82% 150 3.473.091.723,00 Bappedalitbang
Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83 45.151.549.273,00 0 17.449.676.942,00 0,00% 38,65% 88,93 49.521.687.700,00 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan
Kabupaten/Kota Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak Daerah Dan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 852,37 9.175.548.640,00 320,86 1.797.589.260,00 37,64% 19,59% 1259,86 6.198.198.431,00 . .
Retribusi Daerah
Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76 44.697.127.881,00 0 2.804.173.348,00 0,00% 6,48% 0 16.202.783.904,00 Bkad
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 57.668.050.000,00 0 4.826.448.927,00 0,00% 8,37% 0 34.188.711.116,00 Bkad
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Target Kinerja Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada Tingkat Capaian Kinerja Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Urusan Pemerintah terhadap Tahun zogg
Kegiatan 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) Perangkat Daerah
K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 36.826.801.520,00 0 548.168.919,00 0,00% 1,49% 0 6.706.850.563,00 Bkad
Kepegawaian
Program Kepegawaian Daerah 88,8 670.000.000,00 0 133.530.261,00 0,00% 19,93% 0,7489 1.035.297.672,00 Bkpsdm
Pendidikan Dan Pelatihan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 14,91 6.373.001.550,00 0,320484767 1.276.687.641,00 2,15% 20,03% 42,03 6.559.436.399,00 Bkpsdm
iﬁiiram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 10.616.530.250,00 0 4.800.969.738,00 0,00% 45,22% 0 13.448.081.455,00 Bkpsdm
Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah 79 134.318.502.416,00 0 54.126.352.255,00 0,00% 40,30% 79,32 158.584.919.242,00 Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 49.243.190.850,00 50 20.842.013.519,00 50,00% 42,32% 150 51.988.972.063,00 Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan 100 3.539.145.300,00 50 1.115.952.992,00 50,00% 31,53% 150 3.443.037.142,00 Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah 72 93.056.731.198,00 0 32.840.469.616,00 0,00% 35,29% 66 108.007.510.336,00 Sekretariat DPRD
Kabupaten/Kota
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 100 47.813.099.877,00 0 7.347.081.443,00 0,00% 15,37% 72 31.853.676.828,00 Sekretariat DPRD
Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kesbangpol
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80 6.503.605.240,00 0 2.791.579.526,00 0,00% 42,92% 0,00 0,00 Kesbangpol
Kabupaten/Kota
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 60 1.043.742.400,00 25 155.420.800,00 41,67% 14,89% 25,00 155.420.800,00 Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta 100 8.187.041.300,00 10.000 2.347.684.171,00 10000,00% 28,68% 100,00 2.347.684.171,00 Kesbangpol
Etika Budaya Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 5 12.500.000,00 5 8.125.000,00 100,00% 65,00% 5,00 8.125.000,00 Kesbangpol
Kemasyarakatan
Program Pembinaan Dan Pengambangan Ketahanan Ekonomi, 80 594.132.000,00 50 145.354.700,00 62,50% 24,47% 50,00 145.354.700,00 Kesbangpol
Sosial, Dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan 80 3.124.929.800,00 46 1.322.167.167,00 57,50% 42,31% 46,00 1.322.167.167,00 Kesbangpol
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Unsur Kewilayahan
Kecamatan Balikpapan Barat Kecamatan Balikpapan Barat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70 14.970.224.812,00 0 6.303.168.675,00 0,00% 42,10% 0 6.303.168.675,00 Kecamatan Balikpapan Barat
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 278.691.450,00 0 35.850.475,00 0,00% 12,86% 0 35.850.475,00 Kecamatan Balikpapan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 12,75 904.419.290,00 23,37 346.708.400,00 183,33% 38,33% 23,37 346.708.400,00 Kecamatan Balikpapan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100 368.329.400,00 100 40.000.000,00 100,00% 10,86% 0 40.000.000,00 Kecamatan Balikpapan Barat
Kecamatan Balikpapan Selatan Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72 17.683.910.800,00 0 8.629.073.972,00 0,00% 48,80% 0 15.047.232.244,00 Kecamatan Balikpapan Selatan
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100% 458.999.750,00 0 130.530.900,00 0,00% 28,44% 0 993.709.200,00 Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 8% 858.235.350,00 0 435.432.640,00 0,00% 50,74% 995000000 1.565.196.640,00 Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum 100% 519.421.600,00 0 141.398.800,00 0,00% 27,22% 0 472.854.600,00 Kecamatan Balikpapan Selatan
Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah
Eg‘g;ﬁ:;f;&{:ng Urusan Pemerintahan Daerah 70,15 15.959.606.800,00 0,00 7.536.002.752,00 0,00% 47,22% 79,44 20.625.930.467,00 Kecamatan Balikpapan Tengah
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Target Kinerja Urusan Pemerintah
Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada
RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Pemerintah terhadap

Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d

Urusan/Bidang Urusan P;{T;::::h Pacrah Dan Frogram / 2023) (tahun 2023) RKPD Tahun 2023 (Persen) SRR EeidugEagnasisht
K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 608.493.600,00 - 407.068.300,00 0,00% 66,90% 100 1.177.125.150,00 Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 12,75 1.202.164.200,00 - 793.453.900,00 0,00% 66,00% 23,37475064 1.416.165.200,00 Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum 100 1.000.082.900,00 - 367.706.900,00 0,00% 36,77% 100 624.677.600,00 Kecamatan Balikpapan Tengah
Kecamatan Balikpapan Timur Kecamatan Balikpapan Timur
Z‘;}gé;“t:;/“;;ﬁmg Urusan Pemerintahan Daerah 80 12.790.682.100,00 - 6.012.414.176,00 0,00% 47,01% 79,32 16.933.828.338,00 Kecamatan Balikpapan Timur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 825.754.950,00 - 213.915.400,00 0,00% 25,91% 87,52 988.142.550,00 Kecamatan Balikpapan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 16 931.980.000,00 - 430.416.700,00 0,00% 46,18% 9,43 1.005.238.740,00 Kecamatan Balikpapan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100 635.000.000,00 25 375.802.000,00 25,00% 59,18% 100 516.668.500,00 Kecamatan Balikpapan Timur
Kecamatan Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72% 15.340.802.256,00 - 7.298.693.206,00 0,00% 47,58% 81,83 20.445.520.718,00 Kecamatan Balikpapan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100% 573.407.550,00 - 119.422.300,00 0,00% 20,83% 100% 760.427.900,00 Kecamatan Balikpapan Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 16% 1.045.652.400,00 - 708.541.800,00 0,00% 67,76% 15% 1.179.749.950,00 Kecamatan Balikpapan Utara
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum 100% 493.130.000,00 - 36.000.000,00 0,00% 7,30% 81% 308.123.000,00 Kecamatan Balikpapan Utara
Kecamatan Balikpapan Kota Kecamatan Balikpapan Kota
Ef)‘é‘am Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 7940% 15.232.310.086,00 : 6.786.642.587,00 0,00% 44,55% 79,21 6.786.642.587,00 Kecamatan Balikpapan Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100% 287.810.625,00 - 115.426.275,00 0,00% 40,10% 0 768.420.575,00 Kecamatan Balikpapan Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 10% 2.952.271.500,00 - 2.791.156.175,00 0,00% 94,54% 0 2.791.156.175,00 Kecamatan Balikpapan Kota
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100% 414.788.200,00 - 128.902.800,00 0,00% 31,08% 0 128.902.800,00 Kecamatan Balikpapan Kota
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Hambatan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota
Balikpapan Triwulan II

Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023
Beberapa capaian program belum muncul disebabkan oleh pelaksanaanya
baru dilaksanakan pada Semester II atau pelaksanaannya masih berjalan;
penentuan target yang belum dapat mengantisipasi faktor-faktor yang
memengaruhi capaian di tahun perencanaan (target terlalu optimis atau
terlalu pesimis);

adanya kebijakan baru yang memengaruhi tingkat capaian kinerja
perangkat daerah (moratorium izin, pengalihan kewenangan, sistem OSS
dengan persyaratan yang sulit dipenuhi dan sebagainya);

definisi operasional indikator target kinerja berbeda dengan definisi
operasional realisasi kinerja sehingga menghasilkan capaian kinerja yang
abnormal;

belum tersedianya data capaian kinerja dari perangkat daerah lain sehingga
realisasi kinerja yang diampu oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan
belum dapat terisi;

perbedaan satuan indikator yang ditergetkan dengan satuan realisasi yang
dihitung (contohnya satuan indikator persen, tetapi satuan realisasinya
milyar)

beberapa program dan kegiatan menggunakan nomenklatur yang tidak
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun

2021

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023
Target kinerja ditentukan berdasarkan tren capaian sebelumnya (5 tahun)
dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di tahun pencapaian;
penyelarasan definisi operasional antara angka target dengan indikator
target

penyelarasan satuan indikator target dengan satuan indikator realisasi;
optimalisasi komunikasi antar perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi
dan aktualisasi data capaian kinerja

penyesuaian program dalam RKPD dengan nomenklatur yang telah diatur

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021.
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2.4. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023
Terdapat empat prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2023. Capaian sasaran dan prioritas
pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 didapatkan realisasi pada prioritas pembangunan di Tahun 2023 sebagai berikut:
Tabel 2. 6. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023
Prioritas gt Penanggung
No Pembangunan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Prioritas Indikator Target Realisasi Jawab
Tahun 2023 Kinerja Rp Kinerja Rp
Kecamatan
0, -
100% 278.691.450 35.850.475 Balikpapan Barat
Kecamatan
100% 458.999.750 - 130.530.900 Balikpapan
. Selatan
Meningkatnya d P K ¢
Kepuasan Meningkatkan Kualitas Mendorong rogram Persentase Pengaduan ecamatan
. Pengembangan Penyelenggaraan Pem . X 100% 608.493.600 - 407.068.300 Balikpapan
Masyarakat Atas Pelayanan Publik yang > . Pelayanan Administratif yang
. Pelayanan Publik yang erintahan dan irs e Tengah
Layanan Profesional dan Modern Inovatif Pelayanan Publik ditindaklanjuti K "
Pemerintahan 4 100% 825.754.950 - 213.915.400 Jecamatan
Balikpapan Timur
100% 573.407.550 - 119.422.300 Kecamatan
Balikpapan Utara
Peningkatan 100% 287.810.625 - 115.426.275 Kecamatan
P Balikpapan Kota
enyelenggaraa Mencintak o 3 ¢ SN
! n Tata f\ncalfatulfi " Pemantapan kualitas Meningkatkan kualitas Pen z;%gzrg an memel;:srf)rlleiseen err}lll?;% an 0,320484
Pemerintahan | Aparat sumber daya aparatur dan kuantitas sumber g g p ;1 penge g 14,91 6.373.001.550 ’ 1.276.687.641 BKPSDM
; Birokrasi yang ; . Sumber Daya kompetensi sesuai rencana 77
yang Baik pemerintahan daya manusia aparatur - -
Kapabel Manusia pengembangan kompetensi
Menerapkan pelayanan
publik yang cepat, . ~
tanggap, dan Meg:/l;ir?lilei ts frtliflnke Progralrfol:;lag;lolaan Persentase Pengelolaan Data Dinas
berorientasi pada 0 . . . Administrasi Kependudukan 100% 996.925.000 0 574.254.476 Komunikasi dan
. meningkatkan kualitas Administrasi . ]
Meningkatnya kebutuhan masyarakat . Secara Elektronik Informatika
N . pelayanan publik Kependudukan
Tata Kelola secara terintegrasi dan
Pemerintahan terpadu
yang Akuntabel Menguatkan Mendorong
akuntabilitas pelaksanaaan Program Persentase Penyelesaian
penyelenggaraan pengendalian intern Penyelenggaraan Tindak Lanjut Temuan Hasil 85 1.788.851.670 12 318.105.403 Inspektorat
sistem pengendalian dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemeriksaan/ Pengawasan
intern pemerintah kegiatan pemerintahan
Menyediakan sarana
Peningkatan prasarana pembelajaran
Kualitas Meningkatnya Meningkatkan yang berkualitas dalam ) e . -
Sumber Daya kualitas dan kemudahan akses penyelenggaraan Program Pengelolaan | Rata-rata Angka Partisipasi 87,03 359.521.625.000 90,81 92.114.357.688 | Dinas Pendidikan
2 . s s L Pendidikan Sekolah (APS) dan Kebudayaan
Manusia yang aksesibilitas layanan pendidikan pendidikan
Berkualitas dan pendidikan seluruh masyarakat Perluasan bantuan biaya
Berdaya Saing pendidikan
Menyediakan SDM yang Program Pendidik dan Persentase Pendidik dan 91,45 1.250.000.000 95,16 512.584.091 Dinas Pendidikan
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Prioritas Penanggung
No Pembangunan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Prioritas Indikator Target . Jawab
Tahun 2023 Kinerja Rp Kinerja Rp
berkualitas dalam Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan yang dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Berkualifikasi Minimal D-IV
Pendidikan / S1
Menyediakan sarana
Program
prasarana yang Pemberdavaan Persentase upaya kesehatan
berkualitas dalam ya berbasis masyarakat (UKBM) 84 5.221.162.000 0 2.408.384.500 Dinas Kesehatan
Masyarakat Bidang .
penyelenggaraan layanan Kesehatan aktif
Meninekatkan tinekat kesehatan
Meningkatnya an.g ak anh ngsa Menyediakan SDM yang Program Peningkatan T
kualitas crajat kesehatan berkualitas dalam Kapasitas Sumber Persentase Tenaga
masyarakat melalui . Kesehatan Lulus Uji 84 2.482.797.000 0 379.490.027 Dinas Kesehatan
kesehatan . penyelenggaraan layanan Daya Manusia X
penguatan sistem Kompetensi dan Berijin
masyarakat kesehatan Kesehatan
kesehatan
Program Pemenuhan
. Upaya Kesehatan
Perluasan bantuan biaya Perorangan dan Indeks Kepuasan 81 239.333.478.300 0 68.2901.160.869 | Dinas Kesehatan
kesehatan Masyarakat
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
pertumbuhan
usaha mikro
daerah, Meningkatkan Program Pelatihan p  keri
enurunan Memperluas kompetensi dan Kerja dan ersentase pencar erja Dinas
pen . i o yang mendapat pelatihan 55 1.561.767.755 3,60 74.593.602 .
tingkat kesempatan kerja produktivitas angkatan Produktivitas Tenaga Ketenagakerjaan
) ! yang tersalur
pengangguran kerja Kerja
dan penurunan
tingkat
kemiskinan
Mengoptimalkan
perencanaan Dinas
Memngl.{atnya Meningkatkan penganggaran yang Pemberdayaan
kualitas pembangunan yang responsif gender Program
embangunan berkeadilan untuk Mengoptimalkan sarana Pemberdayaan dan Persentase keluarga yang Perempuan,
p gu 80P ! Yy menjadi anggota kelompok 13 2.590.475.000 0 521.348.648 Perlindungan
berbasis semua (perempuan, dan prasarana layanan Peningkatan Keluarga .
. . . X kegiatan/poktan Anak, dan
pengarusutamaan pemuda, lansia, anak lansia dan sifabel Sejahtera Keluarga
gender difabel) Mengoptimalkan Berencana
pembangunan kota yang
layak anak
Meningkatnya . . . Persentase perpustakaan Dinas
kualitas literasi Meningkatkan budaya Mengembapgkan sistem Program Pembinaan yang memenuhi standar 5 836.802.700 0 227.545.248 Perpustakaan
membaca masyarakat e-Library Perpustakaan . .
masyarakat nasional dan Arsip
Persentase luas kawasan
Pengembangan permukiman rawan banjir
Infrastruktur Meningkatnya Program Pengelolaan yang terlindungi oleh Dinas Pekerjaan
Meningkatkan Mengembangkan Dan Pengembangan . . 53,09% 166.799.055.000 52,15% 14.104.375.209
Dasar dan Infrastruktur A . : infrastruktur pengendalian Umum
3 . Infrastruktur Dasar layanan air minum dan Sistem Drainase e s
Kualitas yang Terpadu dan Yane Memadai air limbah banjir di WS Kewenangan
Lingkungan Berkualitas g Kabupaten/Kota
Perkotaan Program Pengelolaan Persentase Jumlah Rumah 98,53% 14.836.375.500 98,54% 22.182.396 Dinas Pekerjaan
Dan Pengembangan Tangga yang mendapatkan Umum
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Prioritas Penanggung
No Pembangunan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Prioritas Indikator Target . Jawab
Tahun 2023 Kinerja Rp Kinerja Rp
Sistem Penyediaan Air akses air minum perpipaan
Minum dan non perpipaan
Meningkatkan kualitas en el\(;[farzg%rli?rtaksiﬁlktur Program Penataan Persentase kesesuaian Dinas Pertanahan
kawasan permukiman peny . Bangunan Dan pelaksanaan penataan 22% 14.892.488.400 0% 221.588.635 dan Penataan
dan perumahan kawasan permukiman Lingkungannya bangunan dan lingkungan Ruang
dan perumahan
Meill?a%li{ta;; v Meningkatkan kualitas Meningkatlkan Program Pengelolaan Persentase pengelolaan Dinas
. lingkungan hidup yang Pengelolaan Lingkungan g 8 peng 99% 64.569.039.500 69,65% 34.526.787.886 Lingkungan
Lingkungan . . Persampahan persampahan .
X berkelanjutan Hidup Hidup
Hidup
Meningkatnya Membangun sarana
Kapasitas Menguatkan kapasitas prasarana Program Persentase Cakupan Badan
Ketahanan daerah dalam penanggulangan Penanggulangan Pelayanan Penanggulangan 87,5% 1.821.090.000 65,12% 863.840.450 Penanggulangan
Bencana dan menghadapi bencana bencana yang Bencana Bencana Bencana Daerah
Ketertiban Kota berkualitas
Mengembangkan sentra- Program Penggunaan . .
sentra industri/produk Dan Pemasaran P:rrlserrr‘f:rffnp&ik;‘nz;iag 60 100.000.000 61,29 34.902.212 Perf;n:j an
ekonomi lokal Produk Dalam Negeri yang g Y gang
Meningkatnya Dinas Koperasi,
pertumbuhan Program Persentase Usaha Mikro Usaha Mikro,
usaha mikro Meningkatkan produk Pengembangan UMKM yang meningkat omsetnya 525 4.680.081.613 0 528.518.234 Keci, Menengah,
daerah, unggulan daerah Menguatkan dan dan Perindustrian
penurunan mengembangkan Program Di K .
tingkat koperasi dan UMKM Pemberdayaan Usaha Persentase Usaha Mikro Iljr;z;a ?\/P[)iz;&
pengangguran Menengah, Usaha N 83,32 1.705.200.000 73,01 73.510.797 . 4
. yang menjadi wirausaha Keci, Menengah,
dan penurunan Kecil, Dan Usaha dan Perindustrian
Penguatan tingkat Mikro (UMKM)
Ekonomi kemiskinan Meningkatkan Program Pelatihan N
Daerah melalui Memperluas kompetensi dan Kerja Dan Persentase pencari kerja Dinas
Peni . i L yang mendapat pelatihan 55 1.561.767.755 3,60 74.593.602 .
eningkatan kesempatan kerja produktivitas angkatan Produktivitas Tenaga Ketenagakerjaan
4 . ) ! yang tersalur
Investasi dan kerja Kerja
Pemberdayaan Peningkatan promosi Program Pemasaran Persentase pertumbuhan Dinas Pemuda,
Ekonomi don ef;ent afiwisata g oriwisatn jumlah kunjungan 20 7.714.626.000 0 610.708.877 Olahraga, dan
Masyarakat Meningkatnya p pariwisata Pariwisata
Kunjungan Meningkatkan Program
Wisatawan Lokal Pemasaran Pariwisata Meningkatkan kualitas Pengembangan Persentase peningkatan Dinas Pemuda,
dan Internasional sarana prasarana Sumber Daya kapasitas pelaku pariwisata 10 967.156.000 0 476.738.020 Olahraga, dan
pariwisata Pariwisata Dan dan ekonomi kreatif Pariwisata
Ekonomi Kreatif
Dinas
Meningkatnya Meningkatkan Menyediakan regulasi Program Promosi Persentase minat investasi P;\(/?[EZZlagl;r?
Nilai Realisasi kemudahan dan kebijakan yang g dalam kegiatan promosi 85 2.500.000.000 0 108.941.554
) . . X . Penanaman Modal Pelayanan
Investasi Daerah berinvestasi mempermudah investasi penanaman modal daerah
Terpadu Satu
Pintu
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2.5. Grafik Konsistensi
2.5.1. Tingkat Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Triwulan II
Tahun 2023

0.49 Dari total 179 program yang terdapat di

RKPD, terdapat 178 program yang
konsisten berada di APBD. Selisih 1
program antara RKPD dengan APBD
membuat tingkat konsistensi mencapai
angka 99,51%. Hal itu menunjukkan,

terdapat 0,49% kegiatan yang tidak

konsisten.

= Konsisten = Inkonsisten

2.5.2. Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD Terhadap APBD Triwulan II
Tahun 2023

4.35%

Dari total 506 kegiatan yang terdapat di
RKPD, terdapat 484 kegiatan yang
konsisten berada di APBD. Selisih 22
kegiatan antara RKPD dengan APBD
\ ’ membuat tingkat konsistensi mencapai

angka 95,65%. Hal itu menunjukkan,

terdapat 4,35% kegiatan yang tidak

konsisten.

= Konsisten = Inkonsisten

2.5.3. Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD
Triwulan II Tahun 2023

7.11%

‘ Dari total 1478 sub kegiatan yang

terdapat di RKPD, terdapat 1366 sub

| ' kegiatan yang konsisten berada di APBD.
\ ’ Selisih 118 sub kegiatan antara RKPD

dengan APBD membuat tingkat

konsistensi mencapai angka 92,89%. Hal

itu menunjukkan, terdapat 7,11% sub

= Konsisten = Inkonsisten

kegiatan yang tidak konsisten.

- )
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2.5.4. Tingkat Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2021-2026

3.17% Dari total 189 program yang terdapat
di RPJMD, terdapat 178 program
yang konsisten berada di RKPD.

Selisih 11 program antara RKPD
dengan RPJMD membuat tingkat
konsistensi mencapai angka 96,83%.

Hal itu menunjukkan, terdapat 3,17%

program yang tidak konsisten.

= Konsisten = Inkonsisten

2.5.5. Capaian Kinerja dan Anggaran di atas 50%
Dari total 179 program yang

90.00 83.8 terdapat di RKPD, terdapat 53
80.00 . o

0,00 70.39 program yang capaian kinerjanya
60.00 di atas 50%. Meskipun begitu
50.00 hanya 29 program yang realisasi
40.00 29.61 anggarannya di atas 50%. Hal itu
30.00

50,00 16.2 menunjukkan terdapat 29,61%
10.00 . program yang capaian kinerjanya
0.00 di atas 50%, namun hanya

Kinerja Anggaran . .
16,20% yang realisasi
m>50% M <50% .
anggarannya di atas 50%.

2.5.6. Capaian Kinerja Program Prioritas

13.79 Dari total 29 program prioritas pada RKPD
Tahun 2023, terdapat 58,62 persen atau
sebanyak 17 program yang belum memiliki

realisasi kinerja hingga triwulan ke II.

N

= Belum ada realisasi kinerja rincian 27,59 persen atau sebanyak 8
= Realisasi kinerja di atas 50% program memiliki capaia di atas 50% dan 4
= Realisasi kinerja di bawah 50% program lainnya atau sekitar 13,79 persen

Sedangkan 12 program lainnya sudah

menunjukkan realisasi kinerja dengan

memiliki realisasi di bawah 50 persen.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal
dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke
depan, khususnya untuk tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut
selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan
dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta
keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Balikpapan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang
berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama
yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Bab ini juga
membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk

melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota
Balikpapan, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian
global. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diasumsikan menglami pemulihan
pasca pandemi Covid-19, meskipun ketidakpastian dapat sewaktu-waktu

mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari
perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi tentunya akan berlanjut pada
tahun 2023. Apalagi proses pemulihan ekonomi saat ini pada tahun 2022
dibayangi oleh munculnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki tingkat
penyebaran yang lebih cepat. Episentrum pandemi yang awalnya berada di Cina,
saat ini sudah beralih ke Amerika Serikat, Eropa serta negara-negara berkembang
seperti Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan Afrika Selatan, Turki
dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup
perbatasan serta menerapkan kebijakan physical distancing dan lockdown
meskipun dengan kebijakan yang lebih longgar. Kondisi ini berdampak besar
terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan mempersulit upaya dalam rangka
pemulihan ekonomi secara global. Meskipun demikian, mulai meluasnya vaksinasi
global diharapkan menurunkan tingkat resiko infeksi.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi dengan mulai meningkatnya tingkat

konsumsi masyarakat, perbaikan pasar tenaga kerja serta pemberian kebijakan
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stimulus fiskal serta moneter juga meningkatkan tingkat inflasi. Namun
peningkatan inflasi yang tidak terkendali dan dalam jangka waktu yang cukup
lama tentunya akan dapat menyebabkan perekonomian sebuah negara menjadi
overheating. Hal inilah yang diantisipasi oleh Amerika Serikat pada akhir tahun
2021 hingga awal tahun 2022 dimana tingkat inflasi yang terjadi mencapai 7% dan
menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Sebagaimana kita
ketahui bahwa perekonomian di negara-negara maju dan memiliki dominasi tinggi
tentunya akan mempengaruhi terhadap perekonomian global.

Pemulihan ekonomi global saat ini juga bertambah dengan dinamika dan
eskalasi hubungan antara Rusia & Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya
supply barang baik karena kondisi perang itu sendiri maupun kebijakan politik
negara lainnya yang melakukan kebijakan embargo. Langkanya komiditi yang
dipasok oleh kedua negara tersebut terutama komoditi pangan dan energi
mengakibatkan efek yang berlipat secara global terhadap komiditi tersebut
termasuk substitusinya. Meskipun terdapat windfall effect yang dirasakan yaitu
adanya kenaikan pendapatan negara terutama komiditi energi yang dipasok oleh
Indonesia, namun disisi lain kenaikan harga secara global juga akan dirasakan
secara nasional yang perlu diantisipasi agar tidak melemahkan daya beli
masyarakat.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan
hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku,
sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan
RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada
seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama
mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan nasional

sebagaimana RKP Tahun 2023 yang ditargetkan pada RPJMN adalah sebagai

berikut.

Laju Pertumbuhan Ekonomi :5.30-5.90 %
Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,30 -6,00 %
Tingkat Kemiskinan : 7,50 - 8,50 %
Indeks Pembangunan Manusia 173,31 -73,49
Rasio Gini :0,375-0,378
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca : 27,02 %

Nilai Tukar Petani (NTP) : 103 - 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 106 - 107
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3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan
pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun
lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir.
Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif
serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain
masih mencakup: a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang
menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur; b) Kondisi pandemi COVID-19
yang diperkirakan terus berlangsung dengan munculnya varian baru berakibat
akan munculnya kebijakanpembatasan pada aktifitas masyarakat. c) Isu geopolitik
dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta potensi
ketegangan di Timur Tengah; d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan
masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi
menuju pembangunan yang yang rendah emisi dan ramah lingkungan; e)
Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan
ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara); f) Tren penurunan harga
minyak dunia masih berlanjut; g) Mulai digalakannya implementasi energi baru
terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi
menurun; h) Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat masih
berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi
masyarakat.

Di sisin lain, beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan
kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut: a) Momentum
dipilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN dan telah ditetapkannya RUU tentang
Ibukota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan
sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam
rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara; b) Berlanjutnya
proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/Refinery Development
Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta
lain; c¢) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya
perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang,
dan Negara Asia lainnya; d) Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong
kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan supply bahan baku;
e) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya
pengerjaan proyek strategis multiyears existing (RDMP RUV, Bendungan Sepaku -
Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal Methanol dan realisasi investasi baru
korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi; f)
Optimaliasasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi
peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik; g) Optimalisasi sumur-
sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi

Khusus; h) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan mampu
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meningkatkan investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak
tenaga kerja.

Pada Tahun 2023, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat
tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan
ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif.
Target makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi :3,5+1%
Tingkat Pengangguran Terbuka 16,50 %
Tingkat Kemiskinan : 5,90 %
Indeks Pembangunan Manusia 277,75
Rasio Gini : 0,308
PDRB per Kapita : Rp. 185 Jt

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,15

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 dihadapkan pada
tantangan pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota
Balikpapan pada tahun 2021, secara umum menglami perbaikan jika
dibandingkan tahun 2020, meskipun pada Triwulan III mengalami perlambatan
jika dibandingkan Triwulan II akibat second wave Covid-19 karena adanya varian
delta. Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebagaimana
perekonomian nasional dan provinsi mengalami bouncing dan tumbuh sebesar
4,56% jika dibandingkan perekonomian pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi
Kota Balikpapan pada tahun 2021 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan
ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69% dan perekonomian provinsi

sebesar 2,48%.

B Samarinda .dBontang Balikpapan
——Kalimantan Timur ===Nasional

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota
Balikpapan Tahun 2018-2020
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Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh beberapa faktor
antara lain :
1. Berlanjutnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V
Pembangunan akses IKN dan proyek strategis nasional
Menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca Covid-19

Relaksasi aktivitas ekonomi. termasuk pembelajaran tatap muka

-

Cakupan vaksinasi masyarakat Kota Balikpapan
Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh
secara progresif dari dampak positif rencana pemindahan ibukota negara ke
Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden RI pada 26
Agustus 2019 yang undang-undangnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Januari 2022. Pembangunan ibu kota baru yang
diberi nama Ibu Kota Nusantara pada tahap awal berupa pembangunan
infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan dan konektivitas, fasilitas air
minum, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesahatan dan seterusnya.
Ibu Kota Nusantara ini secara jangka pendek ditargetkan dapat dioperasionalkan
pada tahun 2024. Secara umum optimisme peluang perekonomian Kota
Balikpapan di Tahun 2023 dapat digenjot dari berlanjutnya pekerjaan proyek
strategis khususnya RDMP Balikpapan, menguatnya harga komoditas dan
perbaikan ekspor khususnya CPO, potensi pembangunan infrastruktur
pemerintah khususnya konektivitas untuk mendukung IKN, bauran lanjutan
insentif fiskal dan moneter serta akselerasi Program Pemulihan Ekonomi di
daerah, serta disetujuinya Undang Undang Ibu Kota Negara yang akan mendorong
kinera realisasi investasi swasta serta mendorong konsumsi. Sedangkan tantangan
yang perlu dihadapi yaitu ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 seiiring
berkembangnya varian virus baru, maintenance rutin industri pengolahan migas,
prospek kinerja sektor pertambangan Kalimantan Timur yang menurun, dan
Fluktuasi Harga komoditas serta potensi peningkatan inflasi yang cukup tinggi.
Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi yang
dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023
diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5-5,0 % dengan tingkat inflasi yang
diharapkan dapat terkendali dalam sasaran inflasi nasional yakni 3,0 £ 1%.
Dengan memperhatikan capaian dan kondisi perekonomian Kota
Balikpapan, Regional dan Global serta target perekonomian Nasional dan Provinsi
Kalimantan Timur, maka target indikator makro pembangunan Kota Balikpapan

tahun 2023 yaitu:
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Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023

Capaian Capaian | Target Target
2020 2021 2022 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi -0,93 4,56 4,1 4,60
Tingkat Kemiskinan 2,57 2,89 2,42 2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka 9,00 8,94 9,00 8,46
Indeks Pembangunan Manusia 80,01 80,71 80,11 81,00
Indeks Gini 0,302 0,325 0,30 0,30

Tabel 3.2 Persandingan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO NASIONAL PROV KALTIM B ALII<I?1;I‘AAP AN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,30-5,90 3,51 4,60
Tingkat Kemiskinan (%) 5,30-6,00 5,90 2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,50-8,50 6,50 8,46
Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 77,75 81,00
Indeks Gini 0,375-0,378 0,308 0,30

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang
Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”. Adapun
arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang
dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 wuntuk mencapai tujuan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif,yakni :

a. Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
b. Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM

o

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja

i

Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan

dan Perluasan Akses Modal

f. Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi

g. Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja

h. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
i. Peningkatan promosi dan event pariwisata

j- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata

k. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif

I. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif
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Memperhatikan target indikator makro tersebut dan sejalan dengan arah
kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan
ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan pada:

1. UMKM Berkelas

UMKM Berkelas merupakan kebijakan terintegrasi dari hulu hingga hilir yang
dilakukan dalam mengembangkan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
sekaligus memastikan UMKM Kota Balikpapan menjadi tuan rumah di rumah
sendiri dalam menyambut Ibu Kota Nusantara. Dengan disahkannya UU RI Nomor
3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentunya menjadi tantangan sekaligus
peluang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. UMKM Berkelas
dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM, penumbuhan

iklim usaha, dan digitalisasi secara terintegrasi

Pengembangan Produksi &
Pengolahan

= Peiatihan Aneka Usaha Ofahan
(berbasts produk lokal)

Sumber Daya Manusia (SDM)
= Dikiat Manajemen Usaha dan
Keuangan

Bakkpapan
= Rencana pengembangan Rumah
Kemasan di Sentra Industr Kecil

* Gerbang UMKM
> -
« Pasar UMKM Digital Kebun keuangan secara digital

« Delivery CI
+ UMKHM Digital Academy (e-
learn UMKM]

2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terpadu melalui :
a. Peningkatan sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
b. Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas
c. Penataan kawasan wisata
d. Penguatan kalender event pariwisata dan MICE
3. Mendorong investasi dan kompetensi angkatan kerja untuk meningkatkan

kesempatan kerja

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib,
akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Penentuan
arah kebijakan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi
keuangan tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dan arah
kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta asumsi kerangka ekonomi makro. Arah
kebijakan pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja
(belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun pendapatan daerah yang

meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain
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Pendapatan yang Sah). Struktur APBD Kota Balikpapan terdiri atas 3 (tiga)

komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Masing-

masing komponen diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan

daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan RKPD

Tahun 2022 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

q Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 e ey
4 PENDAPATAN DAERAH 2,362,757,996,872 | 3,430,061,889,170 | 3,388,105,020,770 -41,956,868,400
PENDAPATAN ASLI
4.1 DAERAH (PAD) 984,307,900,872 | 1,084,307,900,872 984,307,900,872 -100,000,000,000
4.1.01 | Pajak Daerah 786,149,873,872 870,457,774,744 770,457,774,744 -100,000,000,000
4.1.02 | Retribusi Daerah 46,705,000,000 62,397,099,128 62,397,099,128 0
Hasil Pengelolaan
4.1.03 | Kekayaan Daerah yang 21,042,000,000 21,042,000,000 21,042,000,000 0
Dipisahkan
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 130,411,027,000 130,411,027,000 130,411,027,000 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER | 1,371,450,096,000 | 2,342,213,988,298 | 2,397,213,988,298 55,000,000,000
4.2.01 | Pendapatan Transfer 1,021,848,269,000 | 1,808,344,475,048 | 1,808,344,475,048 0
Pemerintah Pusat
4.2.02 PDZr;f:gatan Transfer Antar 349,601,827,000 533,869,513,250 588,869,513,250 55,000,000,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3 DAERAH YANG SAH 7,000,000,000 3,540,000,000 6,583,131,600 3,043,131,600
4.3.01 | Pendapatan Hibah 7,000,000,000 3,540,000,000 3,540,000,000 0
Lain-lain Pendapatan
4.3.03 | Sesuai dengan Ketentuan 0 0 3,043,131,600 3,043,131,600
Peraturan Perundang-
Undangan

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2023

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan

pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan,

efisien,

dan

akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam

penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah

direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-

pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah

dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas, perubahan kebijakan belanja di

tahun 2023 diarahkan pada:

- Menitikberatkan pada akselerasi pencapaian visi misi dan janji kerja kepala
daerah terpilih

- Mengedepankan belanja yang menunjang optimalisasi PAD, pertumbuhan
ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan

kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional yaitu untuk mendukung

35



TAHUN 2023

prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus
belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur,
pangan, pariwisata, jaring pengaman social, dunia usaha dan UMKM,;

- Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas
dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran

- Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. Penganggaran belanja
tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun
Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan — kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau
bencana lainnya.

- Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh

kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar

dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas

dalam kerangka kesinambungan implementasi Money Follow Priority Program

Tabel 3.4 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

. Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 APED dan PRKPD

5 BELANJA 2,584,407,693,765 | 3,564,670,201,213 | 3,904,023,522,317 339,353,321,104

5.1 BELANJA OPERASI 2,011,567,383,105 | 2,431,458,351,583 | 2,592,949,551,945 161,491,200,362

5.1.01 | Belanja Pegawai 837,190,341,890 995,416,399,419 988,354,407,410 -7,061,992,009

5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 1,059,254,998,865 | 1,279,120,382,033 1,367,684,081,204 88,563,699,171

5.1.05 | Belanja Hibah 97,093,282,350 154,845,070,131 234,834,563,331 79,989,493,200

5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 18,028,760,000 2,076,500,000 2,076,500,000 0

5.2 BELANJA MODAL 552,720,310,660 | 1,108,660,292,110 | 1,277,793,615,952 169,133,323,842

5.2.01 | Belanja Modal Tanah 94,813,217,200 81,883,381,600 90,657,815,434 8,774,433,834

5.0.02 | Belanja Modal Peralatan 54,092,628,943 179,509,386,947 194,503,077,092 14,993,690,145
dan Mesin

5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan 164,132,988,200 313,302,250,592 358,653,675,183 45,351,424,591
Bangunan

5.0.04 | Belanja Modal Jalan 215,269,875,927 517,152,785,121 615,788,687,393 98,635,902,272
Jaringan dan Irigasi

5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap 24,411,600,390 15,833,931,350 17,183,554,350 1,349,623,000
Lainnya

5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 0 978,556,500 1,006,806,500 28,250,000
BELANJA TIDAK

5.3 TERDUGA 20,120,000,000 23,051,557,520 31,780,354,420 8,728,796,900

5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 20,120,000,000 23,051,557,520 31,780,354,420 8,728,796,900

5.4 BELANJA TRANSFER 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0
Jumlah Belanja 2,584,407,693,765 | 3,564,670,201,213 | 3,904,023,522,317 339,353,321,104
Total Surplus/(Defisit) -221,649,696,893 | -134,608,312,043 | -515,918,501,547 -381,310,189,504

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2023
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3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan
lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika
pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus
diperlukan pembiayaan daerah. Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayan
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022.
Adapun pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun 2023, dialokasikan untuk
seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila
terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan
RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun
Anggaran 2022 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil
audit hasil perhitungan BPK. Pada Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023,
SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp
558.518.501.547; Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023
disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

Bertambah/(Berkurang)

Kode Uraian RKPD 2023 APBD 2023 P-RKPD 2023 APBD dan PRKPD
6 PEMBIAYAAN 245,149,696,893 134,608,312,043 515,918,501,547 381,310,189,504
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 273,749,696,893 177,208,312,043 558,518,501,547 381,310,189,504

Sisa Lebih Perhitungan

6.1.01 273,749,696,893 177,208,312,043 558,518,501,547 381,310,189,504
Anggaran Tahun Sebelumnya

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 28,600,000,000 42,600,000,000 42,600,000,000 o

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 28,600,000,000 42,600,000,000 42,600,000,000 0
Jumlah Pengeluaran 28,600,000,000 42,600,000,000 42,600,000,000 0
Pembiayaan
Pembiayaan Netto 245,149,696,893 134,608,312,043 515,918,501,547 381,310,189,504
Sisa Lebih Pembiayaan

6.3 Anggaran Daerah Tahun o o 0 o

Berkenaan

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2023

Mandatory spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang

sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk
mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun Mandatory
Spending yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Balikpapan pada Perubahan
RKPD tahun 2023 sebagai berikut:
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Tabel 3. 6 Mandatory Spending Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

518,376,421,720

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

3 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,750,000,000
4 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN B
5 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA B
6 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1,075,000,000
7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 305,280,000
8 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 60,000,000
9 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR

BUDAYA 990,000,000

10

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

11

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN /KOTA

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

421,997,633,573

313,831,735,532

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

2,482,797,000

PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

1,488,146,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

5,221,162,000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

245,507,951,900

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1,788,851,670

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

2,089,026,000

3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATENiKOTA 17,123,208,540
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Sebagaimana telah dijelaskan pada RKPD Tahun 2023 bahwa pada saat
penetapan RKPD Tahun 2023, RPJMD Kota Balikpapan sedang dalam penyusunan
sehingga penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJPD 2005-2025,
mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan
Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2023,
dengan arah kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
berdasarkan penggalan keempat RPJPD 2005-2025 adalah Terwujudnya
Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera
Dalam Bingkai Madinatul Iman. Sedangkan penyusunan P-RKPD tahun 2023
berpedoman kepada RPJMD 2021-2026, walaupun secara teknis pada P-RKPD
Tahun 2023 tidak mengalami perubahan pada arah kebijakan maupun prioritas
pembangunan Kota Balikpapan, berikut adalah keselarasan hubungan antara visi,
misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026:
Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021. Pada dokumen

RPJMD tersebut, visi dan misi Wali Kota Balikpapan adalah :

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni,

Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dalam rangka perwujudan Visi tersebut, maka dirumuskanlah misi

pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai

berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;

2.  Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;

3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;

4.  Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran
pembangunan yang terdiri dari :
Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
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Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat

Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta

indikator kinerja program pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan dapat

dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1. Indikator Tujuan Sasaran Kota Balikpapan tahun 2023

Unggulan Daerah

Sektor Perdagangan

Nilai SAKIP 68,99 75,52 75,58
Indeks Pengelolaan
N/A
Meningkatnya Tata Keuangan Daerah / 80 83
Kelola Pemerintahan Derajat Desentralisasi o o o
Meningkatkan Indek yang Akuntabel Fiskal Daerah 24,21% 41,42% 44,40%
Profesionalitas dan Reformasi Indeks SPBE N/A 33 4.0
Transparasi Birokrasi Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 4
Birokrasi i
irokrast Menciptakan Aparatur Indeks Sistem Merit 0,62 0,73 0,84
Birokrasi yang Kapabel
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Atas Indeks Kepuasan N/A 82,85 85,05
X Masyarakat
Layanan Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas
dan Aksesibilitas Indeks Pendidikan 0,7487 0,7506 0,7524
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas
Keschatan Masyarakat Indeks Kesehatan 0,8383 0,8388 0,8397
Meningkatkan i i
Sumbor Dova Menmgkatnya Kualitas Ir}deks'Pembangunan N/A 1 12,5
? y Literasi Masyarakat Literasi Masyarakat
Manusia yang IPM . . Indeks Daya Saing
Unggul, Sehat dan Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan 0,020 0,022 0,025
Berdaya Saing Pemuda Keolahragaan ' ' ,
Meningkatnya .
Kelestarian Warisan gfg:sawansan 0,4920 0,4962 0,4975
Budaya Daerah Y
Meningkatnya Kualitas Persentase Anggaran
Pembangunan Berbasis Responsif Gender 14,43% 25% 60%
Pengarustamaan Gender (ARG)
Meningkatkan Indeks ) Indeks Pembangunan 77,8 78,78 80,02
R Meningkatnya Infrastruktur
Kinerja Layanan Kepuasan
Infrastruktur Layanan Infrastruktur yang
X f k Terpadu dan Berkualitas Persentase
Perkotaan Infrastruktur Permukiman Layak 98,59% 99,32% 100%
Huni
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup 68,07 69,70 68,51
Meningkatnya Kualitas Persentase
Lingkungan Hidu
24 g P PemagfaatgndRuang 89% 89,4% 90%
Mewujudkan ;ang teskl.ll{al engan
Lingkungan yang Livable City cruntuxxan
Inklusif dan Index ;
Berkelanjutan gldeks Resiko 108 105 99
Meningkatnya Kapasitas encana
Ketahanan Bencana dan
Ketertiban Kota Indeks Ketentraman
dan Ketertiban 0,5601 0,8267 0,8794
Meningkatkan ; Persentase
Meningkatnya o o o
Pemerataan Pertun%buhayn Usaha Pertumbuhan UMKM 3,09% 1% 3,45%
Ekonomi Lokal dan . -
Pendapatan Mikro Daerah , Tingkat
p Indeks Gini Penurunan Tingkat Pengangguran 9 8,46 7,74
Masyarakat
R Pengangguran dan Terbuka (TPT)
Melalui .
Pembangunan Penurunan Tingkat . L
: . Kemiskinan Tingkat Kemiskinan 2,57 2,39 2,36
Ekonomi Inklusif
Meningkatnya Nilai Nilai Realisasi
Realisasi Investasi Investasi (dalam 3,018 3,530 4,440
Daerah Triliun Rupiah)
Meningkatnya Ketahanan | Skor Pola Pangan 87 87 90
Pangan Harapan
Meninekatnva Meningkatnya Angka Kunjungan
g Yy Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Wisatawan (dalam 1,08 1,50 3,40
Pertumbuhan R .
Ek . Ekonomi Lokal dan Internasional Juta Orang)
onomi -
Meningkatnya Persentase
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Pelaku N/A 2,42% 3,22%
Kreatif Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Persentase
Pertumbuhan Sektor Pertumbuhan PDRB -0,56% 3,97% 5,00%

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021
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Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang

berhubungan

langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental,

berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas

pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pembangunan yang direncanakan pada

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima

tahunan RPJMD Kota balikpapan tahun 2021-2026. Target Makro Pembangunan

Kota Balikpapan tahun 2023 tidak mengalami perubahan pada P-RKPD tahun

2023, hal ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 4. 1. Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023

Indikalor Sasoran () Tahun 2023 | RPIMD
Tahun 2026
mmmm
Derajal Desenkralisasi Fiskal Daerah
Indeks SPBE
Maturitas SPIP
Indeks Sistem Merit

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Sasaran (§)

Indeks Pendidikan

Indeks Kesehatan

Indeks Pembangunan literasi Masyarakat |1
Indeks Daya Saing Kepemudaan dan 0022
Keolahragaan :
Indeks Warisan Budaya 0,4962
P 25

10;5:?;;’3

Indeks Pembangunan Infrastuldur 78,78
Persenlase Permukiman Layak Huni 99,32

INDEKS REFORMASI

41,1# 44,40%
33 40
Level3 level4
M'l 'IJI

BIROKRASI

7 INDIKATOR SASARAN

Kondisi Akhir

RPIMD
Tahun 2024

WA

INDEKS PE;«NBAHGUNAN
MANUSIA

& INDIKATOR SASARAN

Kondisi Akhir

RPIMD
Tahun 2024

INDEKS KEPUASAN
LAYANAN
INFRASTRUKTUR

80,02
100

2 INDIKATOR SASARAN

%

&

INDEKS GINI

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Perseniose Pemanfaatan Ruang yang
Sesuai Perunukkan

Indeks Resiko Bencana

Indeks Kelenraman dan Kelediban

Indikalor Sasaran ($)

Perseniase Perlumbuhan UMKM 317
Tingkat Pengangguran Terbuka B4
Tingkat Kemiskinan 239

48,23
894
105

0.8267 08794

Kondisi Akhir
RPJMD
Tahun 2026
345
1.74
2,38

3 INDIKATOR SASARAN

PERTUMBUHAN
EKONOMI

5INDIKATOR SASARAN

Kondisi Akhir
RPIMD
Tahun 2026

Indikalor Sasaran ($)

Targel
Tahun 2023

3,53

Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun
Rupiah)
Skor Pola Pangan Harapan

Angka Kunjungan Wisalawan (dalam
Juta Orang)

Persentase Perfumbuhan Pelaku
Ekonomi Krealf

Persentase Perlumbuhan PDRB Seklor
Perdagangan

4
70
34

a7

15
242 32

3,97 5

Berdasarkan tema RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan
Prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka fokus

pembangunan daerah untuk tahun 2023 merupakan Prioritas pembangunan Kota

Balikpapan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan

dan isu strategis Kota Balikpapan tahun 2023.

Gambar 4. 2. Fokus Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023

FOKUS PEMBANGUNAN

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR &
KUALITAS LINGKUNGAN PERKOTAAN

PENGUATAN EKONOMI DAERAH MELALUI
PENINGKATAN INVESTASI DAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT

1111

ISU STRATEGIS

TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN
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Adapun Program Prioritas Kota Balikpapan pada Perubahan RKPD Kota
Balikpapan Tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

.Subsidi.

2. Bidang Kesehatan

3. Penanggulangan Banjir (Das Ampal)

Banjir Pasar Segar

Baru

Banjir Global Sport
Pembangunan Gorong-Gorong
Penertiban Pengupasan Lahar

Banjir Beller, Penggalang dan Mufakat
Pembebasan Lahan Bendali Hulu
Sungai Ampal

Serah Terima Pengelolaan PSU

Banjir Beje - Beje (Asnawi Arbain)
Penertiban Pengupasan Lahan

Banjir MT Haryono
Peningkatan Sekunder Balikpapan Baru
& Sekunder Inhutani

Banijir Posindo
Pembebasan Lahan Bendali Posindo
Pengawasan & Pengendalian Perizinan
Serah Terima Pengelolaan PSU

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 85.000.000.000

Sebagai komitmen Pemerintah Kota untuk Pengendalian Banjir DAS Ampal
dan didukung oleh DPRD Kota Balikpapan, maka sejak Perubahan APBD TA 2021
hingga Perubahan APBD TA 2023 telah disepakati pelaksanaan kegiatan tahun
jamak (multiyears) pengendalian banjir DAS Ampal sebesar Rp.150 Miliar yang
difokuskan pada saluran sekunder Balikpapan Baru dan saluran sekunder
Inhutani.
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